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ABSTRACT

In the Indonesian state administration system, an obligation has been arranged to carry out leave outside the responsibility of the state for regional heads and vice incumbent regional heads who re-run for the same electoral district. The incumbent regional head's leave obligation causes a vacancy in the position of regional head which affects the stability of governance in the region. The term interim acting (Acting) of the regional head as a public official replacing the regional head and deputy regional head incumbent who carries out campaign leave arises since the issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2018. Unlike the definitive regional head elected democratically by the people through the regional head election (Pilkada), filling the vacancy of the leadership of the region through a substitute public official is an administrative mechanism. Because it is not the definitive regional head, not all regional head authority can then be exercised by the acting regional head (Acting) of the regional head. Keywords: Authority, Temporary Acting, Regional Head.
ABSTRAK
Dalam sistem tata negara Indonesia, telah diatur suatu kewajiban untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah incumbent yang kembali mencalonkan diri kembali pada daerah pemilihan yang sama. Kewajiban cuti kepala daerah petahana tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah yang berpengaruh terhadap stabilitas penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah. Istilah penjabat sementara (Pjs) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang melaksanakan cuti kampanye muncul sejak diterbitkannya Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Berbeda dengan kepala daerah definitif yang dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada), pengisian kekosongan jabatan pimpinan daerah melalui pejabat publik pengganti merupakan mekanisme administrasi. Karena bukan kepala daerah definitif, maka tidak semua wewenang kepala daerah kemudian dapat dijalankan oleh penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Kata kunci: Kewenangan, Penjabat Sementara, Kepala Daerah.
PENDAHULUAN
Setelah masa pemerintahan Orde Baru berakhir, lahir penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi daerah dengan mengedepankan peningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar sejalan dengan semangat reformasi pemerintah. Prinsip otonomi daerah merupakan suatu upaya mewujudkan negara yang demokratis melalui keterlibatan masyarakat yang partisipatif terhadap semua aspek pembangunan daerah, termasuk dalam menentukan sendiri pemimpin daerah yang akan bertanggung jawab atas kemajuan daerah melalui pemilihan pemimpin daerah (Pilkada).
Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 telah telah mengamanatkan bahwasannya: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan tersebut hanya mengisyaratkan bahwa kepala pemerintahan daerah termasuk di dalamnya Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, namun tidak secara khusus harus dipilih langsung oleh rakyat.
Landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah yang demokratis dan dipilih secara langsung oleh rakyat kemudian diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara tegas dinyatakan bahwa:
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
Kampanye adalah salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan visi, misi dan program para kandidat calon kepala daerah kepada publik. Sejak era pilkada serentak tahun 2017, muncul suatu ketentuan yang mengharuskan kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana (incumbent) apabila kembali mencalonkan diri kembali di daerah pemilihan yang sama berkewajiban untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama berlangsungnya masa kampanye. Kewajiban cuti kepala daerah petahana tersebut tercantum dalam Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Cuti kepala daerah petahana selama masa kampanye tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang biasanya sering dilakukan oleh kepala daerah petahana, misalnya penyalahgunaan program-program dan kegiatan pemerintahan daerah serta fasilitas negara yang terkait dengan jabatan. Akan tetapi, hal tersebut kemudian secara tidak langsung menciptakan lowongnya jabatan kepala daerah yang berpengaruh terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, untuk menjaga tertibnya administrasi di wilayah tersebut selama kepala daerah petahana melaksanakan cuti kampanye, maka dibutuhkan pejabat sementara (acting officer) kepala daerah yang akan melaksanakan tugas-tugas rutin pejabat definitif kepala daerah untuk sementara waktu.
Dalam sistem tata negara Indonesia telah mengatur mekanisme penunjukan pejabat publik pengganti sementara yang akan melaksanakan tugas dan kewajiban apabila pejabat definitif atau kepala instansi pemerintahan berhalangan melaksanakan tugas-tugasnya. Pejabat sementara tentunya memiliki kedudukan dan kewenangan yang berbeda dengan pejabat definitif. Dalam hal mekanisme penunjukan pejabat sementara saja jelas berbeda dengan pejabat definitif.
 
Sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan “berhalangan sementara” melaksanakan tugas-tugas rutin pemerintahan maka sekretaris daerah dapat ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) kepala daerah.
 Sekretaris daerah ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) kepala daerah tersebut bertugas untuk melaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, dan aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya.
 Akan tetapi, sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2016, muncul istilah pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah selama kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan cuti kampanye.
Kedudukan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Dalam Negeri kemudian merevisi ketentuan cuti kampanye kepala daerah tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
Dalam perubahan ketentuan tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah membuka ruang bahwasannya penjabat sementara (Pjs) kepala daerah provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah provinsi saja sebagaimana sebelumnya. Selain itu, nomenklatur istilah pelaksana tugas (Plt) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti selama kepala daerah petahana melaksanakan cuti kampanye diganti menjadi penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Penggantian nomenklatur tersebut dilakukan mengingat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah seharusnya hanya dapat diisi oleh wakil kepala daerah karena kedudukannya yang sejajar dengan kepala daerah dan dipilih oleh rakyat melalui proses politik dalam pemilihan kepala daerah.

Andrei Marmor dalam An Institutional Conception of Authority menyatakan bahwasannya: “Practical authorities typically operate in institutional practices, rarely in social practices that have not become institutionalized to some degree. The reason is that practical authorities are constituted by superpowers that must be grantedby a fairly complex set of interlocking norms” atau yang apabila diartikan adalah praktek kewenangan biasanya terjadi dalam praktik kelembagaan, jarang dalam praktik sosial yang tidak memiliki tingkat kelembagaan tertentu. Alasannya adalah praktek kewenangan dibentuk oleh kekuatan super yang diberikan oleh seperangkat norma yang saling terkait dan cukup kompleks.

Dengan demikian, maka kedudukan dan kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah tentunya menjadi pokok bahasan yang sangat menarik untuk dikaji. Selain itu, pada tahun 2020 akan ada pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan di 9 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota serta pilkada serentak nasional tahun 2024 yang akan diselenggarakan di 34 Provinsi dan 504 Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan kepala daerah tersebut tentunya akan terdapat beberapa kekosongan jabatan kepala daerah di berbagai daerah yang kepala daerah dan wakil kepala daerahnya yang melaksanakan cuti kampanye pemilihan kepala daerah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dan dibahas. Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah kedudukan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti selama kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan cuti kampanye?
2) Bagaimanakah kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dalam memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan daerah?
HASIL DAN PEMBAHASAN
Wewenang Pemerintahan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa Inggris.
 Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “Legal power; a right to command or act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”. (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam Budiardjo, menyatakan bahwa wewenang (authority) adalah kekuasaan formal (formal power) sehingga yang mempunyai wewenang (authority) berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.
 Sementara itu, pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud sebagaimana dikutip oleh Fachruddin, yaitu keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, di dalam suatu kewenangan terkandung hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
 Lebih jauh, H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR kemudian mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:

a. Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
b. Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Sementara itu, definisi kewenangan kemudian juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa: “Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.
Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran, fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting dilakukan agar dalam tindakan atau perbuatan pemerintahan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir), melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) baik formal maupun materiil dalam arti luas, dan perbuatan sewenang-wenang. Pembatasan terhadap penggunaan wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitiet beginselen). Istilah wewenang sebenarnya tidak dapat disejajarkan dan disamakan dengan istilah bevoegdheid dalam kepustakan hukum belanda, karena ke-dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan karakter hukumnya. Berdasarkan karakternya bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja.
 
Pejabat Pemerintahan
Pengisian jabatan negara (staatsorganen, staatsambten) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (ambtsdrager), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya.
 Menurut Bagir Manan, pengertian jabatan adalah sebagai berikut:

Lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara.

Jabatan dan pejabat tidak dapat dipisahkan. Jabatan tanpa pejabat tidak dapat berbuat apa-apa, tanpa adanya jabatan maka tidak akan ada pejabat. Pejabat inilah yang menjadikan jabatan menjadi hidup. Walaupun kenyataannya suatu keputusan ditandatangani pejabat, tetapi secara hukum jabatanlah yang menandatangani keputusan tersebut.
 Menurut Harun Alrasid, pejabat memiliki tiga pengertian, yaitu:

a) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang memegang suatu jabatan secara tetap;
b) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang untuk sementara waktu mewakili penjabat lain yang berhalangan melaksanakan tugasnya;
c) pejabat digunakan untuk menyebut seseorang yang untuk sementara waktu mengisi suatu jabatan yang sedang lowong sampai ditentukannya penjabat yang tetap. Misalnya kepala dinas atau badan provinsi yang ditunjuk oleh gubernur untuk mengisi jabatan bupati/ wali kota untuk menunggu penjabat bupati/ wali kota yang tetap berdasarkan hasil pemilihan umum kepala daerah.

Pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatan.
 Sementara itu, pejabat menurut Utrecht adalah manusia atau badan hukum yang merupakan perwakilan dari jabatan yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan.
 Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.
 Jabatan bersifat permanen (tetap), sementara pemegang jabatan atau pemangku jabatan / pejabat (ambtsdrager) dapat dating silih berganti.
Kedudukan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

Pembahasan terkait “pejabat sementara” akan selalu berkaitan dengan istilah kata “pejabat” itu sendiri. Pejabat artinya orang yang mempunyai jabatan atau orang yang memangku suatu jabatan atau pangkat. Jadi orang yang memangku jabatan disebut pejabat, sedangkan orang yang hanya menjabat dalam jabatan itu untuk sementara disebut “penjabat”.
 Lebih jauh, jika merujuk pada kepustakaan berbahasa inggris sebagaimana dikutip oleh A’an Efendi dan Freddy Poernomo dalam buku “Hukum Administrasi” terdapat istilah “acting officer” yang didefinisikan sebagai “one performing the duties of an office-usually temporarily but who has no claim of tittle to the office” atau yang kemudian diartikan Acting Officer adalah seseorang yang melaksanakan tugas-tugas jabatan untuk sementara waktu.
 Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan jabatan kepala daerah maka dapat disimpulkan penjabat sementara kepala daerah adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan kepala daerah sementara waktu.
Sebelumnya telah terlebih dahulu dikenal istilah penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti kepala daerah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah maupun ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah. Dasar pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah telah dinyatakan dalam Pasal 86 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:
Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), Presiden menetapkan penjabat gubernur atas usul Menteri dan Menteri menetapkan penjabat bupati/wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berkaitan dengan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya pemberhentian tersebut antara lain kepala daerah dan wakil kepala daerah telah didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain hal tersebut, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah juga dilakukan ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah telah memasuki Akhir Masa Jabatan (AMJ). Penjabat (Pj) kepala daerah tersebut ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dalam masa transisi sampai dilakukan pelantikan kepala daerah baru hasil dari pemilihan kepala daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 174 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat Bupati/Walikota”.
Dasar utama pemerintah mengangkat seorang penjabat (Pj) kepala daerah adalah adanya mekanisme "pemberhentian" kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan dasar penunjukkan penjabat (Pjs) sementara kepala daerah. Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah bersifat “sementara”, karena hanya menggantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana yang melaksanakan cuti kampanye serta secara yuridis formal tidak terjadi pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dari jabatan definitifnya.
Definisi penjabat sementara (Pjs) kepala daerah terdapat pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 1 Tahun 2018). Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:
Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Dalam ketentuan tersebut kemudian terlihat perbedaan penjabat (Pj) kepala daerah dengan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Penjabat (Pj) kepala daerah menggunakan frasa ditetapkan atau diangkat, sedangkan penjabat (Pjs) menggunakan frasa "pejabat yang ditunjuk oleh Menteri". Perbedaan frasa tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum yang juga berbeda. Mengingat penjabat (Pj) kepala daerah sebelum melaksanakan tugas-tugasnya akan dilantik dan diambil sumpah jabatannya, sedangkan dalam penugasan seorang penjabat sementara (Pjs) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan melainkan hanya melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, kemudian juga telah dijelaskan bahwasanya: “Selama gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Pjs gubernur, Pjs bupati, dan Pjs wali kota sampai selesainya Masa Kampanye”. Melalui ketentuan tersebut terlihat penjabat sementara (Pjs) kepala daerah yang ditunjuk akan bertugas sampai berakhirnya cuti kampanye pemilihan kepala daerah. Penjabat sementara kepala daerah provinsi disebut dengan penjabat sementara (Pjs) gubernur. Sementara itu, penjabat sementara kepala daerah kabupaten disebut dengan penjabat sementara (Pjs) bupati, sedangkan penjabat sementara kepala daerah kota disebut dengan penjabat sementara (Pjs) walikota.
Lebih jauh, dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 kemudian mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:
Pasal 4

(2) Pjs gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah provinsi”. 
(3) Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri”.

Penjabat sementara (Pjs) gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usul gubernur. Akan tetapi, dalam hal untuk melaksanakan kepentingan strategis nasional, penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota dapat ditunjuk langsung oleh Menteri Dalam Negeri tanpa harus melalui usul gubernur.
 Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk menunjuk penjabat sementara (Pjs) kepala daerah tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsepsi kedudukan Menteri Dalam Negeri dalam undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Kedudukan Menteri Dalam Negeri telah tercantum dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa: “Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Jika merujuk pada pasal 1 angka 44 ketentuan yang sama maka kemudian terlihat bahwa yang dimaksud menteri disini adalah “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri” atau dalam hal ini Menteri Dalam Negeri.
Melalui ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa Presiden selaku pemegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, telah memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan ketentuan tentang cuti kampanye kepala daerah termasuk di dalamnya menunjuk seorang penjabat sementara (Pjs) kepala daerah merupakan ranah dan domain Menteri Dalam Negeri.
Sementara itu, kewenangan gubernur dalam mengusulkan calon penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota berkaitan dengan kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi juga berfungsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pada ketentuan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwasannya: “Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Fungsi gubernur tersebut merupakan pelaksanaan dari asas dekonsentrasi. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pengertian untuk memperpendek rentang kendali pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Tidak ditemukan makna yang jelas dan rigid terkait definisi dari frasa “pejabat pimpinan tinggi” yang dapat diangkat menjadi penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, undang-undang pemilihan kepala daerah beserta perubahannya, maupun undang-undang pemerintahan daerah. Penjelasan tentang frasa “pejabat pimpinan tinggi” tersebut hanya ditemukan jika merujuk pada ketentuan tentang jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang aparatur sipil negara.

Pada ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah dinyatakan bahwasannya: “Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah”. Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka 8 ketentuan tersebut kemudian juga dinyatakan bahwa: “Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi”. Yang dimaksud sebagai Pegawai ASN disini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 
Adapun frasa “jabatan pimpinan tinggi madya” dan “jabatan pimpinan tinggi pratama” jika merujuk pada penjelasan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:
Yang dimaksud dengan ”jabatan pimpinan tinggi madya” meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Yang dimaksud dengan “jabatan pimpinan tinggi pratama” meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah.

Dalam ketentuan peralihan undang-undang aparatur sipil negara kemudian telah mengatur bahwa terhadap jabatan pegawai negeri sipil eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan jabatan pegawai negeri sipil eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.

Dengan berpijak pada beberapa ketentuan tersebut, maka terlihat jelas bahwa penjabat sementara (Pj) kepala daerah adalah jabatan yang berada pada ranah sipil. Oleh sebab itu, jabatan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah hanya dapat diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menduduki "jabatan pimpinan tinggi" pada lingkup instansi pemerintahan sipil. Penjabat sementara (Pjs) gubernur berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menduduki jabatan eselon Ia dan eselon Ib pada lingkup pemerintah pusat, baik di kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah provinsi. Sementara itu, penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang sedang menduduki jabatan eselon II pada lingkup pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri.
Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah

Pada dasarnya, wewenang pejabat publik adalah kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu serta hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dan menuntut pihak lain untuk mengambil tindakan tertentu. Dalam prinsip legalitas tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.
 Demikian halnya, tugas dan kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah juga harus sejalan dan bersandar pada ketentuan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang pejabat sementara (Pjs) kepala daerah sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Permendagri 1/2018, antara lain sebagai berikut:

a) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil;
d) Melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
e) Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Penggunaan wewenang pemerintah dalam menjalankan peran, fungsi, dan tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan pembatasan. Hal ini penting dilakukan agar dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, melanggar hukum baik formal dan materill dalam arti luas, maupun perbuatan sewenang-wenang.
 Demikian pula dengan wewenang penjabat sementara (Pjs) kepala daerah perlu dilakukan pembatasan. Pembatasan wewenang tersebut penting untuk dilakukan, mengingat penjabat sementara (Pjs) kepala daerah bukanlah kepala daerah definitif.
Beberapa kewenangan kepala daerah definitif seperti membahas rancangan peraturan daerah, menandatangani peraturan daerah, serta melakukan pengisian kekosongan pejabat tidak serta merta dapat dilakukan oleh penjabat sementara (Pjs) kepala daerah kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dalam menjalankan tugas dan wewenang selama kepala daerah dan wakil kepala daerah melaksanakan cuti kampanye, penjabat sementara (Pjs) kepala daerah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri.

Apabila dikaji dari “teori kewenangan”, maka kemudian terlihat bahwasannya penjabat sementara (Pjs) kepala daerah mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Menteri Dalam Negeri. Karena mendapatkan pelimpahan wewenang melalui mandat, maka penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans) karena tanggung jawab keputusan akhir atas keputusan yang diambil oleh penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Dalam hal ini, pemegang mandat hanya sekedar melakukan atau menjalankan apa yang tetap menjadi tanggung jawab pemberi mandat.

Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah sifatnya hanya menggantikan sementara dan tidak terjadi pemberhentian kepala daerah definitif. Karena sifatnya yang sementara dan mendapatkan pelimpahan wewenang berdasarkan mandat Menteri Dalam Negeri, maka pejabat pimpinan tinggi yang ditunjuk sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala daerah tidak perlu dilantik atau diambil sumpah jabatannya, melainkan hanya melalui keputusan pejabat yang menunjuk atau dalam hal ini melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri selaku pemberi mandat.

Masa tugas pejabat sementara (Pjs) kepala daerah berakhir ketika kepala daerah dan wakil kepala daerah telah selesai melaksanakan cuti, serta ditunjuknya pelaksana harian (Plh) kepala daerah harian atau dilantiknya penjabat (Pj) kepala daerah.
 Pada saat masa tugas penjabat sementara (Pjs) kepala daerah berakhir, dilakukan serah terima pelaksanaan tugas antara penjabat sementara (Pjs) kepala daerah kepada kepala daerah definitif atau kepada penjabat (Pj) kepala daerah melalui penyerahan nota pelaksanaan tugas. Serah terima pelaksanaan tugas penjabat sementara (Pjs) gubernur disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sementara itu, serah terima pelaksanaan tugas penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota disaksikan oleh gubernur atau penjabat (Pj) gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Serah terima pelaksanaan tugas tidak perlu dilakukan jika penjabat sementara (Pjs) kepala daerah tersebut ditetapkan sebagai penjabat (Pj) kepada daerah.

Penugasan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah berkaitan dengan lamanya waktu cuti kampanye bagi kepala daerah petahana. Dalam pilkada serentak tahun 2020, misalnya, komisi pemilihan umum telah menetapkan masa kampanye akan berlangsung selama 81 hari mulai tanggal 11 Juli hingga 19 September 2020.
 Rentang waktu kampanye yang cukup panjang tersebut dapat memengaruhi kinerja penjabat sementara (Pjs) kepala daerah menjadi tidak optimal. Hal tersebut dapat terjadi, mengingat pejabat pimpinan tinggi pemerintah yang ditunjuk untuk merangkap jabatan sebagai pejabat sementara (Pjs) kepala daerah juga akan berbagi fokus dengan tugas-tugas jabatan definitif di instansi asal mereka. Keadaan demikian secara tidak langsung akan berdampak pada jalannya penyelenggaraan administrasi pemerintahan sehari-hari, baik di pusat maupun di daerah.

PENUTUP
Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Kedudukan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah sebagai pejabat publik pengganti bersifat "sementara" karena secara yuridis formal tidak terjadi pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif. Penunjukan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah konsekuensi dari kewajiban kepala daerah dan wakil kepala petahana (incumbent) yang mencalonkan diri kembali pada daerah pemilihan yang sama untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Penjabat sementara (Pjs) gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, sedangkan penjabat sementara (Pjs) bupati/walikota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi atau Kementerian Dalam Negeri. Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah jabatan yang berada pada ranah sipil dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. 
2) Kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah dalam memimpin proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, antara lain: a) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; c) memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; d) melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri; serta e) melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dibrikan antara lain:
1) Pemerintah hendaknya melakukan pengaturan kembali ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lamanya waktu cuti kampanye kepala daerah petahana dalam pemilihan kepala daerah. Mengingat dengan waktu pelaksanaan cuti kampanye bagi kepala daerah petahana yang relatif cukup panjang secara tidak langsung akan berdampak pada tertibnya administrasi dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Diperlukan perumusan kebijakan oleh pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih menitikberatkan pada proses pengawasan dan pencegahan terhadap oleh penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan fasilitas negara yang melekat pada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah petahana.
2) Pemerintah harus menyelaraskan dan memperkuat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan tugas dan fungsi serta wewenang penjabat sementara (Pjs) kepala daerah. Hal tersebut sangat penting dilakukan, mengingat payung hukum kedudukan dan kewenangan penjabat sementara (Pjs) kepala daerah hanya diatur oleh peraturan setingkat menteri. Karena penjabat sementara (Pjs) kepala daerah adalah jabatan pemerintah yang berada pada ranah sipil, maka pejabat pimpinan tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan untuk merangkap jabatan sebagai penjabat sementara (Pjs) kepala daerah harus memiliki kompetensi kepemimpinan serta memiliki latar belakang yang profesional dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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